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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

1. Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan lembaga 

Independen tidak termasuk kedalam lembaga manapun baik 

eksekutif sekalipun. Namun dengan adanya Putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017. Komisi 

Pemberantasan Korupsi (KPK) bukan lagi lembaga 

Independen karena dapat di intervensi oleh lembaga lain dalam 

hal ini oleh Dewan Perwakilan Rakyat yang merupakan 

rumpun Legislatif.  

2. Setelah masuknya Komisi Pemberantasan Korupsi pada ranah 

atau bagian daripada lembaga eksekutif, sudah barang tentu 

Komisi Pemberantsan Korupsi dapat dilakukan angket oleh 

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Berdasarkan Putusan 

Nomor 36/PUU-XV/2017, Komisi Pemberantasan Korupsi 

merupakan lembaga negara bantu yang masuk kedalam ranah 

eksekutif, yang tentunya juga merupakan objek hak angket 

yang dalam hal ini DPR berhak untuk melakukan penyidikan 

terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan 

Pemerintah yang berkaitan dengan hal penting yang 

berdampak luas bagi kehidupan bermasyarakat. 

B. Saran  

1. Saran untuk Pemerintah  

Berdasarkan hasil penelitian ini, Penulis memberikan saran kepada 

Pemerintah di didalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

36/PUU-XV/2017 terdapat adanya kontroversi mengenai 

 



67 

 

 

 

kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Apabila hak 

angket Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terhadap Komisi 

Pemberantasan Korupsi (KPK) tetap dilanjutkan akan menjadi 

contoh yang kurang baik dan akan mencedrai hukum dan 

implementasi ketatanegaraan di Indonesia. Maka dari itu 

penggunaan hak angket terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi 

harus diperhitungkan ulang agar tidak terjadi kekliruan di dalam 

tugas dan fungsi dan tidak disusupi oleh lembaga lembaga lain 

dalam melakukan penegakan Tindak Pidana Korupsi.  

2. Kepada DPR 

Pansus yang dibentuk agar tidak mencampuri terlalu mendalam 

urusan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) senantiasa 

bersikap adil dan profesional agar Kinerja Komisi 

Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak terganggu dan dapat 

bekerja secara maksimal dalam penegakan hukum dalam kasus 

korupsi di Indonesia.  

 


